BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : JI. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900 !
E-mail : seLsemarangkota@bawaslu go id

Nomor
Sifat -

309 /PM.00.02/K.JT-33/04/2023 Semarang, 25 April 2023
Penting : o

Lampiran : -

Perihal

: Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar:

A
B.

Undang—Undahg Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024; |
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepUblik Indonesia Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daérah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota;
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor: 274/PM.00K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pericegahan

Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan
Guberndr Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan

Wakil Walikota;

 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republlk lndonesm

Nomor: 1 27/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketuan

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM. 00K1108I2022 tentang:

Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses :
Pemilihan Umurm Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupatl Dan .

Wakil Bupatl, Serta Walukc_)ta Dan Waklleahkota.



2 Bahwa dalam rangka penoegahan dugaan pelanggaran Pemily dan pelaksanaan
fugas pengawasan pada tahapan PencaIOnan Anggota Dewan Perwakilan
: Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat | Daerah Provmsn dan Dewan Perwakllan'

Rakyat Daerah Kabupateanota Bawaslu Kota Semarang menglmbau kepada : '

KPU Kola Semarang untuk: : : :

A. Melaksanakan program dan jadwal kegiatan lahapan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provms:, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang» '
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Pengumuman Pengajuan Bakal Calon dari Senin, 24 April 2023 sampai
dengan Minggu, 30 April 2023. ‘
2) Pengajuan Bakal Calon dari Senin, 1 Mei 2023 sampai dengan Mmggu
14 Mei 2023
3) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dari Senin, 15
Mei 2023 sampai dengan Minggu, 9 Juli 2023.
4) Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dari Senin, 26
Juni 2023 sampai dengan Minggu, 9 Juli 2023.
5) Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
dimulai dari Senin, 10 Juli 2023 sampai dengan Minggu, 6 Agustus 2023.-
6) Penyusunan DCS sebagai berikut: - ‘
a. Pencermatan Rancangan DCS dari Minggu 6 Agustus 2023 sampai
dengan Jumat, 11 Agustus 2023.
b. Penyusunan dan Penetapan DCS dari Sabtu, 12 Agustus 2023 sampan
dengan Jumat, 18 Agustus 2023.
¢. Pengumuman DCS dari Sabtu, 19 Agustus 2023 sampai dengan Rabu,
23 Agustus 2023 ' |
d. Masukan dan Tanggapan Masyarekat atas DCS dari Sabtu, 19 Agust(rs
. 2023 sampai dengan Senin, 28 Agustus 2023, .
:e.A Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR DPRD Provmsu
~dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan
Masyarakat atas DCS dari Kamis, 14 September 2023 sampai dengan
‘Rabu, 20 September 2023,
f. Verifikasi atas Pengajuan _Pengganti Calon Sementara Ahggota, DPR,




DPRD Provinsi, dan DPRD Kébu'patﬂﬂf!(mé Pa.)cé Hhsuvan “dan,
Tanggapan Mas;arakat atas DCS dan Karmis, 21 Sr«pfembér zﬂzﬁ i
sampai dengan Sabtu, 23 Sﬂptembef 2023 =g

7) Ppnetapan DCT sebagat berikut:

- a. Pencesmatan rancangan DCT dari Mmggu 24 Septﬂmbnr 292u sampax

dengan Selasa, 3 Oktober 2023 ' Rt

b. Penyusunan dan Rancanfan DCT dari Rabu, 4 Okiober 2023 gampai
dengan Kamis, 2 November 2023 R

c. Pengumuman DCT Sabtu, 4 November 2022,

B. Melaksanakan persyaratan pengajuan bakal calon sebagéimana‘ yang
tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 t2hun
2023 yang meliputi; '
1) Pasal 8 ayat (1); “persyaratan pengajuan bakal calon meliputi -

a. disusun dalam daftar Bakal Calon;

b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memusat
paling banyak 100% (seratus persen) dar jumlah kursi pada setiap
Dapil; ; B ' s

¢. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap
Dapil; dan : ;

d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon
sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1
(satu) orang Bakal Calon perempuan.”

2) Pasal 8 ayat (2). “Dalam hal penghitungan 20% (tiga puluh persen) ;um!ah
Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan
maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bemilai: :

a. kurang dari 50 (lima puluh) hasil penghitungan dilakukan pembufaian :
ke bawah; atau : :

b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasif penghitungan dilakukan pembufatan ke
atas.” :

. Sebagaimana dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pémi!ihan Umum Nomeor 10
tahun 2023 bahwa persyaratan administrasi hakal calon‘sebagai berikut '
1) Pasal 11 ayat (1) 'Persyaratan administrasi Bakal Calon merupaken i
warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan: :
. telah berumur 21 (dua puluh safu) tahun atau lebih;
b, bentakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ;
o ) beﬂempat tinggal di wilayah Negara Kasafuan Repubhk !ndonesra,




. dapat - berbicara, membaca, -dan/atau menulis dalam baha.éa
‘.!ndoneSta : , fa

2 ‘bemendfdrkan palmg rendah tamat seko.'ah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuman, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; ‘ ‘
. selia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Repubhk 3 :
Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika; o

. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadflan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan p:dana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana'rk‘ea.'paan

- dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim
yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka
waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah -
memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang;

. -sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
terdaftar sebagai pemilih;

bersedia bekernja penuh waktu;

. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah;

" aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengéwas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/étau
badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari'keuan'gan negara, yang dinyatakah dengan surat -
- pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; '
bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
notéﬁs, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan péken‘aan ,
. ‘penyedia barang ‘ dan jasa. yang ‘berhubungan, dengan keuangan
.negara serta -pekerjaan : lain yang: dapat me‘himbulkan‘ konfiik .
kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak’sebagéi anggota
DPR, DPRD provinsi, dan.DPRD kabupaten/kota sesuai dengan




2)

3)

4)

5)

ketentuan peraturan perundang—undéhgén ;

‘m. bersedra untuk tidak merangkap: jabatan sebagaf pejabat negara
larnnya dareks: komisans, dewan pengawas dan/atau karyawan pada
badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta

| badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

- 0. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanyadi 1 (satu) Dapil.”
Pasal 11 ayat (2): "Selain persyaratan yang sebagafmana pada ayat (1),
Bakal Calon harus memenuhi persyaratan :

a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;

b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau
anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembalj: |

c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu
yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai
anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang
dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan
partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan

d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan
kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negen,
panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu
kelurahan/ desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negen.”

Pasal 11 ayat (3): “Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan

DCT.” :
Pasal 11 ayat (4): “Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki

' kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Pasal 11 ayat (5): "Persyératan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah méntan terpidana selesai menjalani pidana pehjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana‘dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal

. selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan

secara. teknis dan  administratif dengan  kementerian' yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi




: manusia, dan terhitung Sampa!' VdE'_ng&n Hari fera’khi_r {hasa' pehgajuén :
Bakal Calon." ’ \
6). Pasal 1 1 ayat (6): Ketentuan sebagarmana drmaksud pada ayat (5) tfdak- §

berlaku  jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan ' yang telah .

memperoleh kekuatan hukum tetap untuk p/dana tambahan pencabutan :

~ hak politik." ' ; ' g

D. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Komisi
~ Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi:

“KPU, ‘KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ‘memberikan akses

: pembacaén data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota.” 2 ‘

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan,
atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. Arsip.



